LEMBAR AN DAERAH

KOTA BAU-BAU
NOMOR 15 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 3

FERATURAN DAERAH KOTA BAL-EAL
NOMOR 12 TAHUN 20603

TEMTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN
KAPAL LAUT

IFESGAS RAHMAT TUHAN Y ASNG MATA ESA

WALIKOTA BALBALL

Menimbang - o bahwa untuk mengefektikan Pengelolann Pelayanon
Pelabuhan Kapal sebagni salah satu jenis Reinbus |
dipandany perle menctapkan abvel dan besarnva
Retribusi Pelavanuan Pelabuhan Kapal |

b bahwa wniuk melaksanskan ketemuan sebapaimans
dimaksud pada hurul &, perlu distur dan ditetapkan
dengmn Peraturan [aerah

P it g I Undang-undang Momor 8 Tahon (981 entang
Hukum Acara Pudana [Lembaran Megara Hepublik
Indonesia Tahun 1981 Momaor 76, Tambahan
Lembaran Mepgara Momor 3209 1.

2 Undang=undang Nomor 14 Tabun 1992 teniang Lalu
Lmias dan  Angkutan Jalan (Lembaran MNegara
Republik  Indonesia  Tabkun 1992 Momor 75,
Tambahan Lembaran Megara Momaor 3486 ),



L

e
=

Undang-undang Momor |8 Tahun |987 lefitang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagasimana
telah diubah dengan Undang-undang MNomor 34
Tahun 2000 { Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2000 MNomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048 |,

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tefilang
Pemeriniahan Daerab (Lembaran Megara Republik
indonesia  Tahum 1999 Momor 60, Tambahan
Lembaran Negara Momer 3859 |

Undang-tndang Momor 25 Tabun 1999 teniang
Perimbangan Kewangan amara Pemerintah Pusat dan
Dactah  {Lembaman  MNegara  Republik Indurza
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Megory
Nomor 3848,

Utnlang-undsng  Nomoe |5 lahun 300 IEmang
Pembentukan Kots Bau-Bau  (Lembaran Nepara
Republik  Indonesta  Tahun 20001 MNomor 93
Tambahan Lembaran Negara Nomae 4 120

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 teneang
Pelaksanaan Kitab Undang-uhdang Hukum Acars
Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Momar 36, Tambahan Lembaran MNegnra
Mamor 335H) ;

Permturan Pemerinah Nomor 22 Tahun 1990 lemtang
Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bedang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Dacrah
Tingkat | dan Dserah Tingkat 11 {Lembaran Mepam
Republik  Indonesia  Tahun 1990 Nomar 24,
Tamiahan Lembaran Negara Momes 34440
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Pemiurmn Pemennizh Momor 41 Tahen 1993 tentang

Angkutan  Jelan  (Lembaran Megara  Republik
[ndonesia Tahun 1997 MNomor 59, Tambahon

Lembaran Megara Nomor 35277

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang
Retribissd Daemh (Lembaron Megara Republil:
Indonesin Tahun 2001 Momor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 4139];

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Pedoman  Penyusumon  Peraturan  Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangsn Undang-undang
Rancangan Peratursn Pemerimiah dan Rancangsn

bepulusan Prosiden

Plengiin persetjaan

DEWAN FERWARILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAL

Menetapkan

MEMLITLISEAN

FERATURAN DAERAH KOTA BALLBAU
TEMTAMG RETRIBUSI PELAYAMNAN
PELABUHAN KAPAL LAUT,

RAR |
KEETEXTUAN UMIIN
Fazal 1

#. Dacrah adalah Kota Bau-Bau,
b. Pemerintah Daerah acalah Pemerintah Kota Bau-Bau:
£, Walikots adaloh Walikota Bau-Bau:

d Pejabat sdalah Pegawai vang diberi tupas terientu di Bidang
Retribusi Daerah scsuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yung berlaku
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. Hodan adelah Susty bemuk Badan Usaha yang  melipui
PerseroanTerbatas, Persercan Komanditer, Persercan Lainnya,
Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan stay Organisasi vang sejenis, Lembaga,
Hadon Usahs tetap serta bentuk Badan Usahs Lainmva ;
Pelsbuban adalah Tempel yang terdii dan daratan dan perairan
disskitnmnyn desgan batas-batas serienty schagai tempat kegiatan
Pemerintahan dan kegiatan Fkonomi vang dipergunakan sebaga
tempat kapal bersandar, berlabub, naik weim penumpang dan atau
bongkar muat barang yang dilengkap dengan fasilitas keselamatzn
pelayaran dan kegintan penunjang Peinbuhan lainnya vang dimilsky
aleh Pemerintah Daerah ;
Pelabuhan Kapal laut adalah Pelabuban kapal laut dabam Wilavah
Kota Bau-Bau

Kapal adalah Kendarasn air dengon bentuk dan jenis dpapun, yang
digerakan denpan tenagm mekanik, tenagn angin atau didonds
termasuk kendsraan=air yang berdava dukung dinamit, kendaraan
dibawah permukann air, seria alat apung lasnmya ;

Kepatan bonghksr muat adalah Kegistan bongkar muat barang dan
dabn atau kekapal vang meliput kegiatan pembongkaran bamng
dari palks kapal keatas dermapa, kesis lambung kapal mtau
scbaliknya { Sicwedoring ), pemindahan barang dari dermapa disis
lambung kapal kegudang, tempat penumpukan, atau sehaliknva
{Cardaring) dan kepiatsn pengambilan barang dari gudang, termpat
penumpekan keatas truk atay schaliknya (Reciving delivery )
Barang adalah Semun  jems komoditi termasuk  hewsn yang
dibongkar don atau dimiar dari kapal

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediskan
oleh Pemerintnh dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasamya dapat pula disediakan olsh sektor swasta
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Retnbusi  Pelayanan Pelabuhan Kapal Lawt, vang selanjutnya
disehut Retrihusi adalah Pembayaran atas Pelayenan penyediann
tempat fasilirng Pelabuban Kapal Laot vang dimiliki dan atou
dikelotah oleh Pemenntah Dasmah ;

. Wanb Retribusi adalah Orang Pribadi atou Badan vang menurut
Peraturan  Ferundang-undangan  retribusi  diwajibkan  uniuk
melakukan pembayaran atas jasa fasilitas yang digunakan ;

. Surat Ketetapan Retribusi Deersh Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjutnys disingka! SKRDKBT adalash Surat ketetapan vang
menentukan tumbahan atas jumiah Retribusi yang velah ditetapkan ;

. Gural Ketctapan Retribusi Daerah Lebih Bavar vang selanjutnya
disingkat SKRDLE adalah Surmat Ketetapan yang menentukan
Jumlah kelebihon pembayaran Retribusi kerena jumlah kredit
Retnbwsi lebih besar dan pada Retribusi vang tenntang atsu tidak
seharusnya terutang ;

Siral Eetetapan Retnbusi Daersh Mihil yang selanjutoya disingko
SKRDN adalah Surat Ketetapan Retribusi vang menentukan jumlah
pokok Retribusi sama besarnya dengan jumnlah kredit Retribusi atay
Retribusi nidak terutang dan tidak ada kredin Reiribus; |

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkar STRD
adalah Surat untk melakukan tagihan Retribusi dan atay sanksi
edministrasi berupa denda ; .

Masa Retribusi adalah suatu Jangka Waktu terentu yang merupakan
batas wakiu terentu bagi wajib retribusi uniuk memanfastkan
Fasilitas Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut |

. Pemenksaan adalah  Serangkaian  kepiatan  umuk  mencar,
mengumpulken dan mengolah data den mew keterangan lninmya
dalsm rangka pengnwasan kepatuhsn pemenuhan  kewsjiban
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ;
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L Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retnbusi Deerab adalah

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri
Sipll  yang selanjutnya disebut Penvidik, untuk mencari sers
mengumipulkan bukti yang dengan bukti ity membuat terang tindak
Fidann Retribusi Daerah serta menemukan tersanpkanya

BAR 11
NAMA, DEYEK DAN SUBYEK RETHIRUS]
Fasal 2

Mama Retnbusi adalah Retribusi Pelavanan Pelabuban Kupal Laul

il

(2}

Pasal 3

Obwek Retribusi adalah Pelpvanan Fasilites Pelabuhan Kapal Lau

vany meliputi

o Penyedinan tempat Tambat / menggunakan dermaga |

b. Penvedinan tempat Bonpkar  Mum Haranp  denpan
menggunakan Pelataran

Tidak termasuk obvek Retnbusi adatah Pelayanan Pelabuhan
kapal Lout vang dimiliki dan atay dikuasar obeh Badan |lsaha
Milik Megarm (BUMN), Perusahaan Daersh (PD) dan pihak
Swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi aiau Radan vang menggunakan
Fasilitas Pelavanan Pelabuhan Kapal Laut

BAE 1NN
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal &

Retribusi Pelavanan Pelabuhan Kapal laut dipolongkan sehagai
Retribusi jasa Usaha.



BaB IV
CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &

Tingkat Penggunsan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangks
waktu pemakaian fasilitas Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut

BAR W

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Fasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penewtpan struktur den besarmva tanf
didasarkan atas twjuan untuk memperoleh keuntungan yang layak,

sehagnimana keuntungan yang panias diterima oleh pengusaha swasta
srgenis yanp heingwrsaci cecara efisien dan beronentas: pada hargs pasar,

BARB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Fasal 8

(1} Struktur dan besarmva 1anif Retrnbusi digolongkan berdasarkan
Jenis pelayanan yvang deiberikan dengan jangks waktu pernakaian |,

12} Struktur dan besamva tanf sebagaimana dimaksud pada avar 1)
adaloh sebapai berikut

I Tambat/ Menggunakan Dermaga meliput)

B Kapal Motor / Kapal Layar Mator | GT Rp. $00,- / GT /
Etmal

b Motor Tempel / Speed Boat Rp. 1000- ¢ perhari,
€. Labuh RBp, 1 GT - Kumjungan



2. Bongkar mus Barang menggunakan Pelataran meliput
8 Bems  Rp 500/ 500 kg
b. Barang Campuran Rp 750 / 500 Kg
BABR VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasul &

Retribusi yang tervtang dipungut di Wilayah Dwerah tempat Pelayanan
fasilitas Pelabuhan Kapal Laut diberikan.

BARE VI
MASA RETHIBUSI DAN SAAT RETRIRLUSI TEHRL TAN;
Fasal 10

Masa Retribusi adalah Sama dengan Jangka waktu Penggunaan Fasilitas
Pelayanan Pelabuban Kapal Laiwd

Pasal 11

Saat Retribusi terutang  adalah Pads san diteapkannys SKRD atau
dokumen lam vang dipersamakan.

HAR IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan |

(2] Rerbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atsu dokumen
l2in yang dipersamakan



Q
(3} Semun hasil permungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, disetor pada Kas Daerah,
BAR X
SANKSD ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atay
kumng bavar. dikenakan sanksi  administrasi berupn denda paling
bamyak 2 % [ 2 persen ) setiap bulnn dari retribus vang leruiang s
kureng bayar dan ditagih dengan menppunakan STRD

BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
FPasal 14
(1) Retribusi vang terutang harus dilinasi seknligus

(21 Retribusi yanp terutang dilimasd eclambat-lambatnyn 7 (tujuh)
hari sepok  diterbitkonnya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan

{30 Tawm cera pembavaran, penvetoran dan tempal  pembavaran
Retribiss deatur dengan Keputusan Walikota
BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Fasal 15

(1) Penerhitan Surnt Teguran ataw Peringstan atau Surai lain vang
segenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanppal jatuh tempo
pembayaran

i2) Dalam jangkn waktu 7 (nsjuh) han setelah tanggal surat teguran |
peringatan / surat lain vang sejenis, wajib reiribusi harus melunasi
retribies yang fersang |

131 Swrat teguran / peringntan / surat lain yang scienis sehngmimans
dimaksud pada avat {1}, dikeluarkan oleh pejabat vang ditunjuk ;
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BAB XIN

KETENTUAN FIDANA

Pasal 16
(1) Waph Refribusi vang tidak melaksanaksn kewajibannya dimaksod
delam pasil B ayat (6) dan pasal 13 sshingga mernugpikon
Keunngan Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6 [enam
bulas atau dends paling bamyak 4 {empat) kali jumiab Retribusi

lersang

(2} Tendak Pidona sebagaimanm dimaksied pada avat ( 1 ) adalah
Pelanguaran

BAl XIV
KETENTUAN PFEXYIDIR A
FPasal 17
{1} Pejabat Pegawai Nepeel Sipil tertewte di §mghungon Peoecvincah
Daerah diberi wewenang khusus sebapar Pervadik untuk melakukan

peridikan tmdak pidana dibedang Retribusi Decrah schagaimana
dintur dalam Undang-undang Hukum Acasa Pidana vang berlaku

{2} Wewenang Peryidik sebagaimana dinsaksud pada avat { 1) adaiah

a Menerima, mencarn, mengumpalkan dan menclin keterangan atay
lsporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribus
[erah apar Keterangan stau laporan tersebi menjadi Jebib
lenphap dan jelas,

b Menelin, mencan dan mengumpulkan Eelerangan  mengenm
orang pribadi atou badan tentang kebenaran perbuatan vang
dilakwkan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Dacrah;

¢ Meminia keterangan dan bahan bukii dari omang pribedi stau
badun sehubunpgan denpan tindak pidann dibidang Retnbusi
Diacrah,

d. Memberikan buku-buku, catatasi-cafatan dan dokumen-dokumen
laimn berkenan dengan tindak pidana dilidang Retnbusi Daerah:
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¢ Melakukan pengpeledahan untuk mendspatkan barang bukii

pembukuan, pencatatan dan  dokumen-dokumen lain, sera
melakukan penyitasn terhadap baranp bukis tersebt,

(- Meminta bantuan tenagn ahli dalam rangks pelakssnaan tugns
peryidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

g Menyuruh herhenti dan‘atay melarang sescorang meningeallan
ruangan tau tempat pade saat pemeriksaan sedang berlangsing
dan memenksa idemitas seseorang danatay dokumen yung
dibawa sebagaimana dimaksud pada bumaf e,

b Memotret scseomng vang berkaitan demgan Tincak Pudana
Retribusi Dacrih;

i. Memangnl orang untuk didengar keteranganmyn dan dipenkss
sehapal tersangka atay saksi;

I Menghenikan penyvidikan,

k. Melakukan tindakan lain yang diangrap perlu sntuk kelancamn

penyidikan tindak pidans dibedang Reribuase Deerah memsoit
hukus veny dapan bertangoung jawaky;

{3} Pemydik sebapaimana dimaksud pads ayat (1} memberitahukan
dimulainya penvedikan dan menyempaikan hasil penyvidikannya
kepada Peountut Umom melalun Penyidik pejabar Polis Megam
Republik Indonesia, sesuni dengan ketentuan vanp distur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bertaku,

BAH XV
KETENTUAN LAIN-LARN
Fasal 18

Hal-fal vang belum dintur dplam Perawran Daerh ini, sepanjang

meagenai ateran pelaksanasnnya akan dintur dan ditetapkan dengan
Keputusan Waliko,
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BAR XY
KETENTUAN PENUTUF
Pazal 19

Dengan berlakunya Peraturan Dacrab ini, maka semun ketentusn yang
menguur fentang Retribusi Pelayanan Pelobuhan Kapal Laut yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berinku

Pasal 20
Pernturan Diacrah ini mulai berisku pada Tanggal diendangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Pesaturan Dagrah tentang Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Deerah Kota Bau-HBau

Disabhan i Baw - B &
pada tangpal, ¥ Seprember 205

WALIKOTA BAL-BAL,

Cap  Tid

Dirs. ML AMIRUL TAMIM, Msi

PEMBINA UTAMA MUDA, I'Vic
NIP. D10 085 625

LEMBARAN DAERAN KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR 15,
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